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PERATURAN DIREKSI PT INDUSTRI KERETA API (PERSERO)
NOMOR : PER- 09 /INKA/2024

Tentang

PEDOMAN TATA LAKSANA HUBUNGAN KERJA
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS (BOARD MANUAL)
PT INDUSTRI KERETA API (Persero)

DIREKSI PT INDUSTRI KERETA API (PERSERO),

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Perseroan dalam penerapan
Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang diantaranya adalah pengelolaan
Perseroan yang sehat, transparan, profesional, efisien, dan bertanggung
jawab sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pengundangan Peraturan Menteri BUMN Nomor
PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, PER-2/MBU/03/2023
tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan
Usaha Milik Negara, dan PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber
Daya Manusia Badan Usaha Milkk Negara, maka ketentuan dalam
Peraturan Direksi PT Industri Kereta Api (Persero) Nomor
PER-02.1/INKA/2022 tentang Pedoman Tata Laksana Hubungan Kerja
Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) perlu untuk dilakukan
penyesuaian;

b. bahwa untuk tertib administrasi, tata laksana hubungan kerja Direksi dan
Dewan Komisaris perlu ditetapkan dalam Peraturan Direksi PT Industri
Kereta Api (Persero) tentang Pedoman Tata Laksana Hubungan Kerja
Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal
Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan
(Persero) di Bidang Industri Kereta Api;

4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023
tentang Penugasan Khusus dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Badan Usaha Milik Negara;

5. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman
Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor
PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan

Usaha Milik Negara;
ﬁ 1 dari 2
PT. INDUSTRI KERETA API (Persero) "
Kantor Pusat 2 JI. Yos Sudarso No. 71 Madiun, Telp. (62-351) 452271 - 74, Facs. (62-351) 452275, Website : www.inka.co.id, email : sekretariat@inka.co.id

Kantor Perwakilan : JI. Tebet Barat VIIl No. 03 Tebet, Jakarta Selatan 12810 (62-21) 28543770

e T




@ INKA

7. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api
berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., Nomor 51 tanggal 18 Mei
1981 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Lenny
Janis Ishak, S.H., Nomor 07 tanggal 26 Januari 2021 dan Akta Notaris
Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn., Nomor 03 tanggal 07 Juli 2023, serta
susunan anggota Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris
Nanda Fauz lwan, S.H., M.Kn., Nomor 09 tanggal 20 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT |INDUSTRI KERETA APl (Persero)
TENTANG PEDOMAN TATA LAKSANA HUBUNGAN KERJA DIREKSI DAN
DEWAN KOMISARIS (BOARD MANUAL) PT INDUSTRI KERETA API
(Persero)

Pasal 1

Pedoman Tata Laksana Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual)
PT Industri Kereta Api (Persero) diatur dalam Lampiran Peraturan Direksi ini.

Pasal 2

1. Pada saat Peraturan Direksi ini mulai berlaku, maka Peraturan Direksi Nomor
PER-02.1/INKA/2022 tentang Pedoman Tata Laksana Hubungan Kerja Direksi dan Dewan
Komisaris (Board Manual) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Pada saat Peraturan Direksi ini mulai berlaku, maka peraturan pelaksanaan dari Peraturan
Direksi Nomor PER-02.1/INKA/2022 tentang Pedoman Tata Laksana Hubungan Kerja Direksi
dan Dewan Komisaris (Board Manual), dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Direksi ini.

Pasal 3

Peraturan Direksi ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 99 Tebavar) 2024

DIREKSI PEINDUSTRI KERETA API (Persero)
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LEMBAR KOMITMEN
PEDOMAN TATA LAKSANA HUBUNGAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
(BOARD MANUAL)
PT INDUSTRI KERETA API (Persero)

Pedoman Tata Laksana Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual)
merupakan pedoman bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam mewujudkan terciptanya suatu
pola hubungan kerja yang saling menghormati dan kejelasan mengenai wewenang, tugas, serta
tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan
Direksi dan Dewan Komisaris berlandaskan dan dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip hukum
korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan anggaran dasar dan prinsip-
prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen untuk menggunakan Board Manual sebagai
panduan dalam menetapkan kebijakan dan acuan kerja dalam pengelolaan Perseroan. Melalui
pengesahan Board Manual ini, maka ketentuan yang telah disepakati oleh Dewan Komisaris
dan Direksi telah resmi dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan sebagai wujud
komitmen atas penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten
dalam upaya untuk mencapai visi dan misi Perseroar yang telah ditetapkan.

Madiun, 29 Februari 2024

Dewan Komisaris
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Frudi?”

Siti Malkhamah dy Budiman
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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pedoman Tata Laksana Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris atau Board Manual
merupakan naskah panduan yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang berkenaan
dengan struktur Direksi dan Dewan Komisaris serta hubungan kerja fungsi keduanya dalam
melaksanakan tugas masing-masing dalam pengambilan keputusan untuk mencapai visi
dan misi Perseroan.

Penyusunan Board Manual merupakan salah satu bentuk komitmen Perseroan dalam
mengimplementasikan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten
dalam rangka pengelolaan Perseroan untuk menjalankan misi dan mencapai visi yang telah
ditetapkan.

Board Manual berisikan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan
perundang-undangan yang berlaku, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan
ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur tata kerja Direksi dan Dewan Komisaris.

Board Manual ini merupakan perubahan kedua dari Board Manual yang telah disahkan
pada tahun 2017, penyusunannya disesuaikan dengan perkembangan visi dan misi PT
INKA (Persero), Anggaran Dasar, serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Board Manual bersifat dinamis dan selalu berkembang sesuai dengan perubahan yang
terjadi dan dihadapi Perseroan.

Pengembangan dan penyempurnaan Board Manual dilakukan dengan menyesuaikan
kondisi terkini Perseroan, Anggaran Dasar, serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku sehingga tercipta tata laksana kerja Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan
prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan diberlakukannya Board Manual ini adalah untuk:

1. Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yakni transparansi,
akuntabilitas, resposibilitas, independensi dan kewajaran di seluruh Perseroan secara
konsisten.

2. Pedoman dan dasar bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawab untuk mengurus dan mengawasi Perseroan sesuai dengan
Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pendukung terciptanya suatu pola hubungan kerja yang saling menghormati dan
kejelasan mengenai wewenang, tugas serta tanggung jawab Direksi dan Dewan
Komisaris, yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan Direksi dan Dewan Komisaris,
serta dijalankan sesuai prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

4. Prinsip itikad baik, penuh tanggung jawab, profesional dan penuh kehati-hatian, yang
melekat dengan pemegang jabatan Direksi dan Dewan Komisaris adalah prinsip umum
yang harus tetap dihormati oleh Organ Perseroan yang bertugas mengurus dan
mengawasi Perseroan.

5. Perubahan-perubahan yang dilakukan harus didasarkan pada perkembangan visi dan
misi PT INKA (Persero), peraturan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan dalam
Anggaran Dasar serta berdasarkan kesepakatan Direksi dengan Dewan Komisaris.
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C. PRINSIP-PRINSIP HUBUNGAN KERJA DIREKSI DENGAN DEWAN KOMISARIS
Terciptanya sebuah hubungan kerja yang baik antara Direksi derigan Dewan Komisaris
merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing Organ Perseroan
dapat bekerja sesuai fungsinya dengan efektif dan efisien. Untuk itu Perseroan, dalam
menjaga hubungan kerja yang baik antara Direksi dengan Dewan Komisaris menérapkan
prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati fungsi dan peranan Direksi dalam mengurus
Perseroan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun
Anggaran Dasar Perseroan.’

2. Direksi menghormati fungsi dan peranan Dewan Komisaris untuk melakukan
pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengurusan Perseroan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan.2

3. Setiap hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris merupakan hubungan
yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu
mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Setiap hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris merupakan hubungan
kelembagaan dalam arti bahwa Direksi dan Dewan Komisaris sebagai jabatan kolektif
yang merepresentasikan keseluruhan anggotanya sehingga setiap hubungan kerja
antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris harus diketahui oleh
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris lainnya.

5. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan
formal  sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat
dipertanggungjawabkan.

6. Direksi wajib memastikan agar informasi mengenai Perseroan dapat diperoleh Dewan
Komisaris secara tepat waktu, terukur dan lengkap?®.

7. Direksi dan Dewan Komisaris menyepakati hubungan kerja antara Organ=Organ di
bawah Direksi dan Organ Pendukung di bawah Dewan Komisaris.

8. Dalam rangka memperoleh informasi lebih lanjut atas sesuatu hal, Dewan Komisaris
dapat meminta penjelasan tersebut kepada pejabat di bawah Direksi dengan terlebih
dahulu melakukan koordinasi dengan Direksi sehingga tercipta keseimbangan
hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan tujuan komunikasi
korporasi melalui informasi satu pintu (one gate policy) dapat tercapai.

D. DAFTAR ISTILAH

Istilah-istilah yang digunakan dalam Board Manual ini, mengandung pengertian sebagai
berikut:

1. Anak Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang sebagian besar sahamnya lebih
dari 50% dimiliki oleh PT INKA (Persero) atau Perseroan Terbatas yang dikendalikan
secara langsung oleh PT INKA (Persero).*

' Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 92, yang selanjutnya disebut dengan
“UUPT 40/2007"

2 UUPT 40/2007, Pasal 108

3 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Kegiatan
Korporasi Signifikan BUMN Pasal 18 ayat (2), yang selanjutnya disebut “PER-2/MBU/03/2023".

4 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi
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10.

11.
12.

13.

14.

Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Notaris
Imas Fatimah, S.H. Nomor 51 tanggal 18 Mei 1981, yang telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. Nomor 07 tanggal 26 Januari
2021 dan Akta Notaris nada Fauz iwan Nomor 05 tanggal 8 Juni 2021.

Auditor Eksternal adalah Akuntan Publik yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri untuk
memeriksa laporan keuangan Perusahaan.

Auditor Internal adalah fungsi Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Perseroan
yang bertugas untuk melakukan audit serta memastikan sistem pengendalian internal
Perseroan dapat berjalan secara efektif.

Audit Intern adalah suatu kegiatan memberikan Keyakinan (assurance) dan
konsultasi (consulting) yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk
memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui
pendekatan yang sistematis dan teratur, dengan cara mengevaluasi dan
meningkatkan efektivitas pengendalian intern, Manajemen Risiko, pengendalian dan
proses tata kelola perusahaan.

Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan
dengan Kkepentingan ékonomis pribadi anggota Direksi, anggota Deéewan
Komisaris/Dewan Pengawas atau pemegang saham yang dapat merugikan
Perseroan dimaksud.

Cetak Biru (Blue Print) adalah kerangka kerja terperinci (arsitektur) sebagai
landasan dalam pembuatan kebijakah yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran,
penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah
atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerja.

Daftar Khusus adalah daftar yang berisi kepemilikan saham Direksi dan Dewan
Komisaris beserta keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada Perseroan
maupun Perusahaan lain serta tanggal saham diperoleh.

Dewan Komisaris adalah Organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan
secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi
nasihat kepada Direksi dalam menjatankan kegiatan pengurusan Perseroan.®

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh
atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud
dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar
pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar®.

Hari adalah hari kalender.”

Induk Perusahaan adalah PT Industri Kereta Api (Persero) atau disebut PT INKA
(Persero).

Jajaran Manajemen atau Manajemen adalah Direksi beserta pejabat 1 (satu) tingkat
dibawah Direksi yang membantu pengurusan dan pengelolaan Perseroan sesuai
struktur Organisasi Perseroan.

Karyawan adalah orang yang terikat hubungan kerja dengan Perseroan serta telah
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan diangkat oleh Direksi dengan diberikan
penghasilan, kesejahteraan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan dan Peraturan Perseroan.

Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Pasal 1, yang selanjutnya disebut “PER-2/MBU/03/2023".
5 PER-2/MBU/03/2023, Pasal 1

5 UUPT/40/2007, Pasal 1

" UUPT/40 2007, Pasal 1



15.

16.

12,

18.

18:

20.

21,

22.

23.

24.

25.

26.

Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, untuk membantu
Dewan Komisaris memenuhi tugas dan kewajibannya dalam memastikan efektivitas
sistem pengendalian internal, efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan
internal.

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk
membantu Dewan Komisaris dalam memantau penerapan Manajemen Risiko
Perseroan serta tugas-tugas lain seperti yang tercantum dalam Piagam Komite
Pemantau Risiko.®

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk Dewan Komisaris
untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam memberikan
pendapat profesional dan independen guna memastikan diterapkannya tugas
nominasi dan remunerasi Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku.®

Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah komite yang dibentuk Dewan Komisaris
untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam penerapan
Tata Kelola Terintegrasi Perseroan.

Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang
digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memperlakukan, dan memantau fisiko
yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BUMN, mencakup Sistem Pengendalian
Intern, dan Tata Kelola Terintegrasi.

Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan
Direksi.®

Pakta Integritas adalah pernyataan tertulis yang berisi penegasan bahwa
pengambilan keputusan senantiasa berdasarkan prinsip kemandirian (independency),
penuh kehati-hatian (duty of care and loyalty), profesional dan berdasarkan kepada
kepentingan perusahaan semata (prudent personrofe), bebas dari benturan
kepentingan (conflict of interest), dan mematuhi ketentuan dan peraturan yang
berlaku (duly abiding laws).

Pedoman Tata Laksana Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris atau
Board Manual adalah pedoman pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi antara
Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengelolaan Perusahaan.

Perseroan atau Perusahaan adalah PT Industri Kereta Api (Persero) atau disebut
PT INKA (Persero).

Perusahaan Patungan adalah sebuah kerjasama yang berbentuk perusahaan baru
yang dilakukan oleh 2 (dua) perusahaan atau lebih untuk menjalankan aktivitas
ekonomi bersama.

Perusahaan Terafiliasi adalah Perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50%
(lima puluh persen) dimiliki oleh Anak Perusahaan, gabungan Anak Perusahaan, atau
gabungan Anak Perusahaan dengan BUMN, atau Perseroan terbatas yang
dikendalikan secara langsung oleh Anak Perusahaan, gabungan Anak Perusahaan,
atau gabungan Anak Perusahaan dengan BUMN.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang selanjutnya disebut RUPS, adalah
Organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang
segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris'".

8 Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko PT INKA (Persero) angka 2 Fungsi dan Tugas Komite
® Piagam Komite Nominasi Remunerasi PT INKA (Persero) BAB llI
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Sekretaris Dewan Komisaris adalah Organ pendukung Dewan Komisaris yang
diangkat oleh Dewan Komisaris, yang bertugas mendukung tugas kesekretariatan
Dewan Komisaris yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris.

Satuan Pengawasan Intern adalah unit kerja di lingkungan Perseroan yang bertugas
membantu Direktur Utama dan Komite Audit dalam menjalankan fungsi pengawasan
untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan.

Sekretaris Perusahaan adalah Organ pendukung Perusahaan yang berfungsi
sebagai pejabat penghubung (liason officer) antara Perusahaan dengan pihak-pihak
yang berkepentingan (stakeholders) dalam memberikan informasi yang berhubungan
dengan Perusahaan serta memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (compliance officer).

Stakeholders adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan karena
mempuyai hubungan hukum dengan Perseroan termasuk di dalamnya Pemegang
Saham, Karyawan, Pemerintah, Pelanggan, Pemasok, Mitra Usaha, Kreditur dan
Masyarakat.

Surat Kuasa Menghadiri Rapat adalah surat yang merupakan bukti pengalihan
wewenang untuk mewakili menghadiri Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris
dalam menghadiri rapat, mengadakan pembicaraan (mengeluarkan hak suara),
mengambil keputusan serta menandatangani surat berkaitan dengan rapat tersebut
dari pemberi kuasa untuk kepentingan Perseroan.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah suatu tata cara pengelolaan perusahaan
yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas
(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency),
dan kewajaran (fairness).'?

Tata Kelola Terintegrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip
keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, profesional, dan
kewajaran secara terintegrasi dalam Perseroan konglomerasi.'®

E. REVIU BERKALA TERHADAP KEBIJAKAN

1. Tujuan Reviu Berkala
Reviu berkala bertujuan untuk memastikan kesesuaian Peraturan Direksi dengan proses
bisnis dan aktivitas Perseroan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Jangka Waktu Reviu Berkala

a.
b.

Pedoman akan direviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Selain karena jangka waktu reviu berkala, reviu Pedoman juga dapat dilakukan dalam

kondisi antara lain:

1) Terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan lain
yang relevan dengan Peraturan Direksi ini;

2) Temuan audit internal dan/atau eksternal;

3) Adanya kebutuhan dalam bisnis Perseroan; dan/atau

4) Perubahan proses bisnis Perseroan.

12 PER-2/MBU/03/2023, Pasal 1

13 PER-2/MBU/03/2023, Pasal 1
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BAB I
DIREKSI

A. KETENTUAN UMUM JABATAN ANGGOTA DIREKSI

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan
Perseroan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, seorang
diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.’

Susunan, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi ditetapkan oleh
RUPS sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Persyaratan Direksi's

Anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwi
Warna dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham. s

Namun demikian Perseroan membuat persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh
Anggota Direksi, yaitu sebagai berikut:

a. Persyaratan Formal
Calon Direksi Perseroan wajib memenuhi persyaratan formal, yaitu'”
1) Orang perseorangan;'®
2) Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
3) Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan:
a) Tidak pernah dinyatakan pailit;

b) Tidak pernah menjadi Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris
atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu
BUMN, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit;

c) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan
keuangan Negara, BUMN, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha
lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Pemenuhan persyaratan formal dibuktikan dengan surat pernyataan yang
ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh
Perseroan.’®

b. Persyaratan Materiil2®
1) Integritas.
Calon Direksi Perseroan wajib memenuhi persyaratan integritas dengan

reputasi baik, yaitu tidak pernah terlibat secara langsung maupun tidak
langsung dalam:

' Anggaran Dasar PT INKA (Persero), Pasal 10

' Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha
Milik Negara, yang selanjutnya disebut "PER-3/MBU/03/2023"

'8 Anggaran Dasar PT INKA (Persero), Pasal 10

'7 Anggaran Dasar PT INKA (Persero), Pasal 10

'8 PER-3/MBU/03/2023, Pasal 4

'® Anggaran Dasar PT INKA (Persero), Pasal 10

20 PER-3/MBU/03/2023, Pasal 3
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a) Perbuatan rékayasa dalam pengurusan Perseroan dan praktek-praktek
penyimpangan ketentuan (berbuat tidak jujur);

b) Perbuatan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dan cedera
janji dengan Perseroan/Pemegang Saham (berperilaku tidak baik);

c) Perbuatan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan
(berperilaku tidak baik);
d) Pelanggaran ketentuan/prinsip pengurusan Perseroan yang sehat
(perilaku tidak baik).
2) Keahlian.
Calon Direksi Perseroan wajib memiliki keahlian sebagai berikut:
a) Memiliki pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan:

b) Memiliki kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan
strategis dalam rangka pengembangan Perusahaan yang sehat.

3) Kepemimpinan/leadership, dalam arti memiliki:
a) Memformulasikan dan mengartikulasikan visi Perseroan:

b) Mengarahkan pejabat dan Karyawan Perseroan agar mampu
melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuan Perseroan.

¢) Membangkitkan semangat (memberikan energi baru) dan memberikan
motivasi kepada pejabat dan karyawan Perusahaan untuk mampu
mewujudkan tujuan Perusahaan.

4) Pengalaman, memiliki rekam jejak yang menunjukkan keberhasilan dalam
pengurusan Perseroan sebelum pencalonan;

5) Jujur;
6) Perilaku yang baik; dan

7) Memiliki dedikasi yang tinggi dan kemauan yang kuat (antusias) untuk
memajukan dan mengembangkan Perseroan.

c. Daftar dan Rekam Jejak?!

Dalam mengukur integritas; perilaku yang baik; dan perilaku jujur calon anggota
Direksi, maka Pemegang Saham harus memperhatikan dan mempertimbangkan
daftar dan rekam jejak, yaitu:

1) Pemegang Saham secara berkala menyusun daftar dan rekam jejak Direksi,
dan/atau calon Direksi, dengan kriteria telah ditetapkan sebagai tersangka,
terdakwa atau dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap (in kracht) karena:

a) Melakukan tindakan yang merugikan perusahaan dan/atau keuangan
negara;

b) Melanggar ketentuan anggaran dasar perusahaan, ketentuan internal
perusahaan, dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang tindak
pidana korupsi; dan/atau

c) Terpapar paham radikalisme, terlibat terorisme, komunisme, atau
penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

2! PER-3/MBU/03/2023, Pasal 8 & 9
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2) Sumber informasi daftar dan rekam jejak Direksi, dan/atau Calon Direksi
dapat diperoleh dari:
a) Kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian;
b) Institusi negara yang melaksanakan audit; dan/atau

c) Aparat penegak hukum.

d. Persyaratan Lain
Persyaratan lain Direksi adalah sebagai berikut;22

1) Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau
anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota;

2) Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah,
calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif;

3) Tidak menjabat sebagai Direksi Perseroan atau Anak Perusahaan selama 2
(dua) periode berturut-turut;

4) Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi;

5) Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan
tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;

6) Sehat jasmani dan rohani, yakni tidak sedang menderita suatu penyakit yang
dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direksi, yang dibuktikan
dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit;

7) Memiliki Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan
kewajiban membayar pajak selama dua tahun terakhir;

8) Antar anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan Dewan Komisaris
dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik
menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang
timbul karena perkawinan®.

2. Komposisi Direksi
Direksi bertugas secara kolektif, namun agar lebih efisien dan efektif dalam
melaksanakan tugas, maka dilakukan pembagian tugas di antara Anggota Direksi.2*

Namun demikian, sekalipun telah dilakukan pembagian tugas, tanggung jawab atas
pengurusan Perseroan secara keseluruhan tetap berada pada Direksi secara kolektif
(board) sebagai Organ Perseroan.

Ketentuan tentang pembagian tugas Direksi adalah sebagai berikut:

a. Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut,
maka pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi ditetapkan berdasarkan

# PER-3/MBU/03/2023, Pasal 6
% Anggaran Dasar PT INKA (Persero), Pasal 10
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